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RINGKASAN 

Kemiskinan menjadi tantangan besar yang dihadapi beberapa negara di dunia, 
termasuk Indonesia. Tantangan kemiskinan seakan menjadi masalah yang telah 
melekat sehingga tidak ada satu negara yang dapat memecahkan masalah 
kemiskinan sendirian. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia 
menyelenggarakan program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya, 
Espoir Family Program tentunya diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum 
yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan dengan 
mempergunakan cara dan alur yang digariskan dalam ketentuan Espoir Family 
Program, khususnya dalam pelayanan Program Keluarga Espoir untuk keluarga 
penerima manfaat PKH pelayanan sosial, bantuan PKH, layanan medis, pendidikan, 
pendidikan dan/atau fasilitas kesejahteraan sosial, program bantuan tambahan di 
bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan kebutuhan 
dasar lainnya. Keluarga dengan PKH dapat melakukan pemeriksaan medis dengan 
fasilitas yang telah diberikan sejalan dengan proses pemeriksaan media ibu 
hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga 6 (enam) tahun, melaksanakan 
kegiatan pengobatan, sekolah dengan total absensi sekurang-kurangnya 85% dari 
hari masuk sekolah, yang diwajibkan sekolah selama 12 (dua belas) tahun dan 
menjalankan aktivitas pada kesehatan dan pendidikan dengan orang lanjut usia dari 
60 tahun atau disabilitas berat. Maka dari itu, tanggungjawab pemerintah desa 
begitu diperlukan guna memaksimalkan pelayanan PKH di desa Sumberejo. 



Penelitian ini bertujuan guna memahami tanggungjawab pemerintah desa saat 
peningkatan pelayanan PKH di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu dan 
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung Dukungan yang menghambat pelayanan 
PKH di Desa Sumberejo , kabupaten Batu, kota Batu. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian 
ini ialah data primer dari informan PKH serta kegiatan pengabdian lapangan serta 
data sekunder berupa dokumen dan foto yang diperoleh dari narasumber PKH. Cara 
pengambilan informasi ialah tanya jawab, pengamatan, dan pengumpulan bukti. 
Cara pengidentifikasian responden dilakukan dengan cara intentional sampling, 
dengan informan berupa perangkat desa, pendamping PKH dan keluarga penerima 
manfaat PK. Cara dalam menganalisis informasi yang didapat yakni pengumpulan 
informasi, reduksi informasi, transparansi informasi, dan pemberian kesimpulan. 
Hasilnya membuktikan bahwasanya pemerintah desa Sumberejo berperan saat 
mengembangkan layanan PKH. Peran pemerintah desa dapat diketahui dari dua hal, 
yaitu posisi dan peran. Kedudukan atau kedudukan pemerintah desa adalah 
melakukan koordinasi dan komunikasi antara Pendukung PKH dengan Keluarga 
penerima manfaat PKH. Peran pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan PKH 
adalah sebagai locator, evaluator, coordinator dan communicator. Faktor 
pendukung peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan PKH adalah 
yaitu kerjasama yang kuat antara pihak yang berhubungan dalam layanan program 
PKH, baik pemerintah desa, pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat 
PKH. Faktor penghambat peran pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan 
program PKH yaitu ketidaksinkronan data yaitu antara data desa dengan data yang 
ada pada pendamping PKH, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
mekanisme program PKH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah yang utama yang dialami oleh sebagian 

negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi 

masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk 

mengatasi kemiskinan secara sendirian. Kemiskinan adalah keadaan di mana 

seseorang tidak dapat memanfaatkan semua keinginan serta peluang untuk 

mencukupi kebutuhan dasar contohnya kurangnya jaminan media, kelayakan 

hidup, kebebasan, status serta perasaan terpenuhi atau tidak (Bank Dunia, 2015). 

Guna memecahkan tantangan kemiskinan, pemerintah Indonesia 

menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). Awal mula PKH 

diluncurkan di beberapa negara Amerika Latin dan Karibia misalnya Meksiko, 

Kolombia, Brasil, Jamaika, Honduras, dan Nikaragua yang biasa disebut dengan 

program bantuan tunai bersyarat (CCT). Program tersebut dinilai begitu efektif 

dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara tersebut karena bertujuan guna 

merubah tindakan masyarakat miskin dengan memberi tunjangan tunai agar mampu 

mencukupi kebutuhan hidup mereka. Di Indonesia, PKH diresmikan tahun 2007. 

PKH ialah program yang dibentuk oleh pemerintah guna memberi tunjangan 

keuangan dengan ketentuan kepada masyarakat atau keluarga yang dianggap 

miskin. PKH merupakan taktik pemerintah pusat guna mendukung pemerintah 

daerah melalui dinas sosial masing-masing agar dapat mengurangi kemiskinan di 

Indonesia. PKH memiliki tujuan guna mengembangkan keunggulan Sumber Daya 



Manusia (SDM) hingga dapat mendukung peralihan sosial terkait pelayanan di 

bidang pengajaran dan medis. Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan menyatakan bahwasanya sasaran utama yaitu ibu 

hamil, ibu menyusui, anak di bawah 5 tahun dan anak-anak dari SD hingga SMA, 

cacat berat dan orang berusia 60 tahun ke atas.



 

Pada tahun 2007, PKH diresmikan di 7 provinsi dan dilaksanakan di 

provinsi Gorontalo sebagai simulasi dan berharap program tersebut akan 

berkelanjutan serta efektif dalam mendorong pembaharuan. PKH berfokus pada 

dua komponen utama pengembangan sumber daya manusia yaitu pengajaran dan 

medis. Walaupun, harus diakui bukan seluruh masyarakat dari kalangan menengah 

ke bawah dapat menempuh pendidikan. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia 

memaksa keluarga miskin untuk tidak memasukkan anaknya sekolah sebab adanya 

hambatan biaya yang tinggi. Sebagian besar anak berusia antara 7 dan 16 tahun 

tidak sekolah dan beralih mencari kerja guna menghidupi keluarga mereka secara 

finansial demi kehidupan yang lebih baik (Shofi dan Rusmiwari, 2019). 

Dalam pelaksanaannya, PKH diselenggarakan sejalan dengan peraturan hukum 

yang berlaku di pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan memperhatikan 

prinsip layanan. Dengan mempergunakan cara dan alur yang sejalan dengan 

peraturan hukum PKH tahun 2007, pemerintah bisa meneruskan program ini bagi 

keluarga penerima PKH jika pendapatan mereka tetap sama, yaitu di bawah rata-

rata dan di bawah angka kemiskinan. Dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 terkait 

pasal 6 program keluarga harapan, subyek keluarga PK berhak atas tunjangan sosial 

PK, dukungan PK, layanan di bidang medis, pengajaran dan/atau organisasi 

kesejahteraan sosial, guna program dukungan tambahan di bidang medis, 

pengajaran, subsidi energi, perekonomian, properti dan kecukupan kebutuhan 

utama lainnya. Berdasarkan Pasal 7 tentang PKH, pelayanan bagi keluarga 

penerima manfaat PK wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di sarana medis 



sejalan dengan tata cara pemeriksaan medis bagi perempuan penyandang disabilitas 

hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) hingga berusia 6 (enam) tahun, menjalankan 

aktivitas belajar dengan total absensi sekurang-kurangnya 85% di hari masuk 

sekolah untuk anak berusia 12 (dua belas) tahun diwajibkan bersekolah serta 

menjalankan aktivitas belajar di sektor perlindungan sosial sejalan dengan 

keperluan keluarga dengan lansia berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan/atau 

penderita cacat berat. 

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu tahun 2007 

dilaporkan bahwa dari 24 desa/kelurahan di Kota Batu, hanya satu desa/kelurahan 

yang masuk dalam daftar. telah ditetapkan. Selebihnya, 23 desa/kelurahan lainnya 

termasuk dalam kelompok sangat miskin, sangat miskin dan miskin. Data BPS 

menunjukkan bahwa dari 23 desa/kelurahan, 5 tergolong sangat miskin, 9 tergolong 

sangat miskin, dan 9 tergolong miskin. Kategori sangat miskin adalah desa yang 

16,9 persen penduduknya miskin. Sedangkan kategori miskin adalah desa yang 7,5-

11,8 persen penduduknya miskin. Kelima desa di Kota Batu yang masuk kategori 

sangat miskin adalah Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, Desa 

Tlekung, Desa Beji dan Desa Torongrejo. Masyarakat  di desa  ini  sebagian  besar 

bermata pencaharian sebagai peternak dan buruh tani. Sehingga, masyarakat yang  

miskin atau kurang mampu  di lima desa ini perlu diperhatikan untuk layak 

mendapatkan bantuan berupa PKH (Program Keluarga Harapan). 

  Berbagai penelitian tentang program keluarga harapan menunjukkan hasil. 

Penelitian awal Erwandi (2020) menunjukkan peran perangkat desa dalam 

melayani program keluarga harapan mulai dari pendataan hingga pemantauan. 



Pendataan untuk masing-masing keluarga tidak bisa dilakukan bersama 

pendamping PKH di tingkat kecamatan, agar pendampingan PKH dapat bermanfaat 

untuk penerima PKH. Maka dari itu, pemerintah desa berkewajiban melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan program PKH di wilayahnya agar 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Kemudian, hasil 

penelitian Damayanti (2016) menyimpulkan bahwa meskipun aparat desa dan 

pendampingnya telah melakukan pendataan, namun masih terdapat penyimpangan 

atau ketidaksinkronan dengan data yang ada dalam pelaksanaannya karena 

mempergunakan informasi lama yang diterbitkan oleh BPS, hingga bantuan PKH 

kurang akurat serta kurang merata. Masalah lain menurut Novita dan Rohman 

(2020) adalah bahwa dalam penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) 

ditemukan bahwa dana PKH tidak digunakan untuk tujuan pengajaran dan 

pengobatan, namun guna kemewahan atau sesuatu yang kurang pantas serta kurang 

layak untuk capaian PKH. Selain itu, menurut hasil penelitian Shofi dan Rusmiwari 

(2019), di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu masih terdapat masyarakat 

penerima PKH yang secara rutin tidak menghadiri pertemuan bulanan sehingga 

perlu sosialisasi yang belum optimal. Sesuai Pasal 49 Tahun 2018 Permensos RI 

No. 1 yaitu mengadakan rapat pengembangan kapasitas keluarga dengan penerima 

manfaat PKH minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Maka dari itu, tugas pemerintah 

desa begitu diperlukan guna memaksimalkan layanan PKH di desa Sumberejo. 

Berdasarkan permasalahan penyelenggaraan layanan PKH di Desa Sumberejo ini, 

peneliti terdorong guna mengkaji dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam 



Meningkatkan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Pada 

Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)’’. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pelayanan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota 

Batu. 

2. Untuk memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota 

Batu. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

        Penelitian tersebut meningkatkan informasi maupun wawasan, 

khususnya terkait tugas perangkat daerah ketika peningkatan pelayanan 

Keluarga Harapan (PKH), dan dapat menjadi referensi untuk peneliti serta 

semua yang berkebutuhan dalam topik penelitian tersebut. 

2. Secara Praktis 



        Penelitian tersebut bisa digunakan sebagai sarana maupun evaluasi 

untuk pemerintah daerah dan masyarakat desa Sumbejo kecamatan Batu kota 

Batu tentang tugas pemerintah daerah ketika melayani PKH, sehingga dapat 

menjadikan program ini pelayanan yang lebih baik lagi.
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